PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR SERANG KLAS | A
Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6 Serang-Banten
Telp. (0254)200844-200940

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN HUKUM

NAMA SOP

NOMOR SOP

TINDAK LANJUT PENGADUAN

PENANGANAN DELEGASI ARI BAWAS TENTANG

1260/DJU/OT.01.3/12/2018

PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA

2 |oENGADUAN 1261/DJU/OT.01.3/12/2018
3 |PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM  1262/DJU/OT.01.3/12/2018
5 |PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULAN 1264/DJUJOT.01.3/122018
7 PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN 1266/DJU/OT.01.3/12/2018
g [PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 1267/D JUIOT.01.3/12/2018
9 |PENDAFTARAN SURAT WIN KUASA INSTIDENTIL 1268/D JU/OT.01.3/12/2018
10 |SURAT KETERANGAN TERSANGKUT PERKARA 1269/DJU/OT.01.3/12/2018

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA
LAYANAN PENGADILAN

1270/DJU/OT.01.3/12/2018

LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN

(WAARMEKING)

1271/D JU/OT.01.3/12/2018




PENGADILAN NEGERI PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP - W29.U1/1/SOPHKNII2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISI . 22 Januari 2019

TGL. EFEKTIF . 22 Januari 2019

INAMA SOP ISOP PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS
TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN

agung RI

di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang ada di
hawahnya.
Peradilan
026/KMA/SK/2012 tentang Pelayanan Peradilan
pelayanan informasi di pengadilan

7.  Buku iV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang

pemerintahaan

3.  Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whisteleblowing System)

4.  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

6. SK KMA Rl No. 1-144/KMA/SK/N2011 tentang Pedoman|

pedoman Penyusunan standar Oprasi Proseduwr administrasi

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA -
1.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman
2.  Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah 1. S1

2.  SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERA|ATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penanganan Meja Pengaduan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop

pelayanan pengaduan tidak terfaksanan

3.Print
4.Buku Agenda Surat Masuk
5. Siwas
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Sistem
Dokumen Pengaduan




Pejaksana Mutu Baku
No Aktivitas B l Kst.
114
Peotugasl Panmud TIM Ketua Parayaratan/
PTSP | Hukum Kepaniterazn [Paniters kaa |Pengadilar Perlengkapan wrakou Output
Rukum
1 Menerima surat - Surat parrintesn Surat delegasl
dedegasi ‘ ' delegast dari BAWAS 10 slap
r— s a#u ekspadisl ment | ditindaidanjuti
A
7 | Moragister . Surat permintasn - Detegasi
defegasi 'I.J l delegasi dari BAWAS ditindaklsnjuti
pamerksaan - Input SIWAS 1§ | pengaduan
pengaduan dan - Buku register g | tefsh diregister
memasukan pengaduan e
aplikasi SIWAS . ATK
MA RI
3 Dibuat disposisi . Surat permintaan Jraft 2amben
oleh katua +["] { deiegas! darl BAWAS Sembentukan  hukan Tik
- Input SIWAS 15 |MM/dral an
- Disposis| Ketug mend permintenn 5K, KPN.
Pegadilan pengadilan <larifikeai
= - ATK
4 Menelili dan - Surat permintaan Draft
monindak lanjuti S delegasi dari BAWAS 15 [rembentukan
disposisi ketua - Dispasisi Xatus " T
Pangadilan men
- ATK
5 Membuat draft - Draft psmbenivkan Oraft
pembentukan TIM 1 ™ pembantukan
D . Surat permintaan ag {1 telah diparat
delegasi darl BAWAS menit
- Dispotisi Ketua en
Panpgadifan
- ATK
6 Menandatangani - Draft pambentukan ISK Pembentuken
SK Pembentukan TIM yang tefah dipars| MM pemeriksa
™ - Sural permintaan 10
delegaeal dani BAWAS manit
- Disposisi Ketua an
Pengadilan
7 Melakukan - Surat pengaduan Pemaeriksasn
pemeriksaan SK. KPN. an Laporsn
terharap terapor Pembentukan TIM. 120 Hoed Pemenksean
dan pihak terkait T - Lembaran disposinl | menit [LHP).
aurat pengaduan
F ATK
a Membuat LHP Konsep LHP. LHP
dan rekemendasi u - BA Pemerksaan 60
Ej SK KPN. .
P;zbantukan ™.
9 | Memeriksa LHP - LMHP Menyetujui LHP
dan rekomendasi Jj - BA Pemeriksaan g pan
bred | oK KPN, merit['ekamendaai
Pembentukan TIM.
10 | Menglnput LHP - EHP. raft surat
dalam SMWAS MA - BA Pemariksaan ngantar
R| dan membuat / L SK. KPN. 30 ngiiman Li4P
membubuhkan Pembentukan TIM. menit
surat pengantar - ATK
pengiriman LHP
11} Menandatangani - Draft aurat urat pengantar
surat pengantar pengantar yang ngirtman
pengiriman LHP sudah diparaf HP.
N| | - LHP, 10
- BA Pemerksaan menit
|- SK. KPN.
Pambentukan TIM.
L ATK
12 | mengirim LHP ke -LHP Bkt
BAWAS dengan i [ Surat pengantar 10 pengkiman
surat pangantar —d - Buku ekapadis menit
Ketus Pangadilan QGT:: T
Men ipkan - | as pangsduan eraimpannys
13 1 tesgarsip - | Buku exspedisi 10 jeesin berkas
pengaduan - Box flle men| ngaduan
Disiapkan Diperiksa Disahkan
/

BASRIDA MURNI, SH

NIP: 196001001 19883 2 001

NIP: 1963817 199212 1 001

IT TRIYONO, SH.,MH

NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP 1 W29 .U1/1/SOP/HKMIF2016
TGL. PEMBUATAN . 27 Juni 2016
TGL. REVIS! . 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERS/ PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten
9 NAMA SOP Lﬁop PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA
- ENGADUAN
DASAR HUKUM - L, KUALIFIKAS] PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah 1.82
agung RI )
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl nomor 9 tahun 2016 Tentang | 2. S1
Pedoman Penanganan Pengaduan { Whisteleblowing System)
di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang ada di 3SLTA
bawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomos 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan
5. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No.
026/KMA/SK/2012 tentang Pelayanan Peraditan
6. SKKMA Rt No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
pelayanan informasi di pengadilan
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
8. Peratwan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur administrasi
pemerintahaan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop
1. SOP Penanganan Meja Pengaduan 3.Print
4.Buku Agenda Surat Masuk
5.Register Pengaduan
6. Folmulir Folmulir Penanganan
Pengaduan
7.Aplikasi Siwas
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Sistem
Dokumen Pengaduan
pelayanan pengaduan tidak terlaksanan




Pelakcana Muty Baku Ket.
Pstug P d Pank Kobua/ Persyasratany Waktu Oulput
No|  Ativitss Meja Hukum Wakil Ketua |  Pertengkapan
Pengatduan
1 |Menerma - Buku repister Pengaduan
pengaduan ‘ ’ pengaduan tatah
teriulis/eloktroni, - Formulie 20 Terwgister
menghadap pengaduan menk
lengsung dan -~ ATK
meregister
pengeduan
2 |Menerima sural + Buku register Berkas
pengaduan dari - pengaduan pengaduan
meja IF « Formwilir fengkap
pengacusn & pengeduan 16
informasi dan « Lembar mead
meneruskan ke Dispoaigi
Ketua - SIWAS
Pengadilgn - _ATK
3 |Mengkiasifikasi - Barkas Hasil disposisi |Oitindak
pengaduan dan E::"’%?WR S’eKemud lanjuti
i : - ran nqadilan atau
:.':;Z’:"'" e Oisposisi Surat | 10 iarsip
Pengaduan menit kan
tindaklanjut . ATK
pengaduan
4 | Menindaklsnjuti - Lember Disposlsi
disposisi Ketua C—l dispomisl Ketua
Pengadilan . - pimpinan <0 Pengadilan
, - Berkas menit | ditindaklanjut
Pengaduan
- ATK
5 |Menginput - Lembar Pengaduan
pengaduan dispesisi tarinput
kedalam E} pimpinen 20 kedalam
SIWAS - Berkas menit SIWAS
Pengaduan en
- Swas
- _ATK
6 |[Msmberkan o+ - Berkas Pemohon
Nomor PIN d; Pengaduan 10 | mendapatkan
kepada - SIWAS menit | Nomor PIN
Pangsdu » ATK Pengaduen
7 |Pengarsipan - Berkas Berkas
é Pengaduan 10 pengaduan
- ATK menit | talah
diacsipkan
Disiapkan Diperiksa Disahkan

NIP: 196001001 19883 2 001

BASRI

MURNI. SH

SUKRISULUMM, SH..MH

NIP: 1363817 ESZ:{Z 1001

g =

~SGIT TRIYONO, SH.,MH

NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP . W29 LHAMISOPMKAI2016
TGL. PEMBUATAN . 27 Juni 2016
TGL. REVISI : 22 Januari 2019
[TGL. EFEKTIF : 22 Januan 20198
PENGADILAN NEGERI PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten *
9 INAMA SOP SOFP PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN BADAN
HUKUM
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
10. Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman 1. 861
11. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah
agung RI 2.D3

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang | 3 gmu Sederajat
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilen

13. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No.
026/KMA/SK/2012 tentang Pelayanan Peradilan

14. Buku H tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Informasi Publik

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Brokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur administrasi
pemerintahaan

16. surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No

77/DJUISK/HMO02.3/2/2018 tentangpedorman standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

"KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

1. SOP Penguatan Laporan Tahunan

4. Buku Agenda Surat Masuk
5. Register Pendaftaran dan Pengesahan Badan Hukurn

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Sistem

) Dokumen Surat Pengesahan Badan Hukum
pelayanan pengaduan tidak terlaksanan




Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktivitan Patup P d Fersyaratan/
PTSP Hukum Panitsrs Perisngkapan Wakty Output
1 { Menerima berkas - Surat Permaohonan
permohonan | Tigew permahcnan telgh dl
pendattsran Q_ ~ Akia pendiian 10 checklist
badan hukum
- Checktist meenit
- NPWP
- ATK
2 | Meneliti Y - Surat Permohonan
kelengkapan t =<> panmohonan lengkap
pandaRtaran yang sudah
dicheckiist
10
+ AKla pendirian
badon hukum ment
»  Checkhat
- NPwp
= ATK
3 Memn;:eriknn tanda - Surat Tanda Terimal
L] pendaftaran pammohonan Permoehonan
permohonan m o yangk sudah Pandafiaran
) lengkap
= Akte pendiran 10 it
badun hukum men
- Checklist
- - NPWP
- ATK
4 | Membubuhkan cap = Surel Akta notaris
pendaftaran pada A pstmohonan tenta
akta noteris tentang d:l yang sudah pend:isun
gee':dlrian badan langkap ' badan
ukum dan - Akta pendirian hukum
meregiater badan hukum ﬂ:m talah
pendaftaran akia - Checklist ment | dioubuhi cap
notaris tenteng - NPWP pendaftaran
pendirian badan ~ Stempel
hukum pendaflaran
- ATK
5 | Membuhui paraf - Surat Akta notaris
tarhadap akta pevmohonan tentang
nolari;.lenung - ! yang sudah pendiran
pendirian badan lengkap hadan
hukum - AKia pendirian 5 hukum
baden hukum menk | relah
- Checkilst dibubwhi cap
- NPWP pendaftaran
- ATK dan telah
diparaf
6 | Menandstengani = Surat Akta
pendaftaran akia permmnchonan pandirian
notaris tentang yeng sudah kadan
pendirian badan . tengkap hukum telan
huXum Lj - Checkfist didatter
-~ NPWP
- ATK 10
- Akta notaris menit
tentang pendirian
badan hukum
yang telah
dibubuhl cap
pandaftaran dan
teish di
7 | Memungut dan D - Tanda terima Tanda
manyeter PNBP . pembayaran tarima
kep:ﬁn bendehara :NB'PW 10“ s;nm:n
penerima - Regls men
penerimaan bendahasa
PNBP paratma
8 | Menyerahkan - Salinan Akta Tanda tarima
berkas pendafteran C Notaris tentang penyerahan
keapada pemohon pendirian badan salinan akta
hukum yang telah nolaris
ditandatangani s tentang
oleh Panitera # pendlrian
- Bukvekspadisi | ™™ | bydan hukum
- ATK yarg telah
ditandatanga
ni oleh
Panitera
8 | Mengarsipkan - Berkas Dokumen
berkea pemmohonan permohonan 10 | telah
pandafiaran akte badan hukum menit diarsipkan
psndirian badan « ATK
hukum =_Bukv ekspediai
Disiapkan Diperiksa Disahkan

BASRIDA MURNI, SH

NIP: 196001001 19883 2 001

NIP: £963817 199212 1 001

SIGIT TRIYONO, SH.,MH

NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP

- W29.U11/SOP/HKNIF2016

TGL. PEMBUATAN

27 Juni 2016

TGL. REVISI . 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI{/ PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten NAMA SOP S0P PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah
agung Ri

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan
Surat edaran mahkamah Agung Ri Nomor 5 tahun 1892

tentang pengiriman laporan oleh Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi

keputusan KMA Ri No.139/KMA/SK/IX/2011 tentang
pemberlakuan formulir laporan pengadilan versi baru secara
elekteronik

Buku I dan l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 fentang ——
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur
administrasi pemerintahaan

2.

1.82
2.1
3.D3
4. SLTA

- 2] 2013

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pidana dan Perdata

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Kompttter / Laptop
3.Buku Register Perkara

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses laporan
butanan parkara tidak akurat

Laporan Bulanan Penyelesaian Penanganan Perkara




Pelaksana Mutu Bakuy Ket.
Ne Akbvitas Staf Panmud Panilera | Ketua ! Persyaratan/ Waktu Output
Hukum Hukum g i _l(mua Pariongkepan
1 | Menerma dan - Laporan dani - Rekapitulast
Meneliti data C Y Panrmud Laporen
Manual maupun e Pidana yrnum / perkars Pidan:
softcopy dad khusus dan 10 Uemeum /
Kegpaniteraan Perdata ymum Menit Khusus dan
Perndata Umum / { khusus Perdats Umur
Khusus dan - ATK { Khysus
Pidana Umum /
Khusus S
2 | Menganaliss - Rekapitylast - Konsep
dan Meaneliti Laporan {aporan
data duart ‘{1 l perkara Pidana &0 bulanan
masing~nasing Umum / Khusus menit | - Konsep
Kepaniterasn dan Perdata surat
Umum 7 Khuaus pengantar
- ATK
3 | Mengcopy / W « Konsap laporan - Laporan
Menceiak data Ej bulanan 30 tulanan
laporan - ATK menit ditanda
tangani oleh
Panitera
4 | Tanda langan - Laporanbulana Laporan Laporan
laporan bulanan nditandatengan Bularan telah | bylanan
;_l_. lotehPanitera ditandatangani] ditandetangani
- ATK oleh Panitera
15 dan KON olah PN
Menit setaiah
Panitera
lgndatangan
5 | Membuat Surat - Laporan - Konsep Konsep surat
Pengantar EP.;_ Bulahz?; yang surat pangantar
Laporan lefa rdatan antar
Bulanan gantafehPaniter 30 peng zr::dlpar:;
adan KPN Menit aam
- ATK
6 | Tandatengan + Konsep surat - Surat
surat pangantar pengantar yang penganter
sudah dipacaf
w I oleh panmud 10
L - A-n(p menit
5 | Meminta nomer - Laporan urat pangantar
surat penganiar buianan ndapaan
dari bagian l L « Suratpengantar | 10  fhomor surat
umum dan di = Agenda surat meng
<ap stempel keluar
- _ATK
6 | Maenginm - Laporan Tanda buktl Laporan
iaporan bulanan A buanan pengiriman Bulanan yang
ke : C - Surat dikiim
- PT dengan pengantar yang
lembusan ke sudah 10 berupa  soh
MA, Badilum mendapotkan | menit copy melalut
dan BAWAS nomor surat emal  atay
- Buku ekspedisi dengan CD
- ATK
7 | Mengamsipkan _ - Arslplaporan Tersimpannya
laporan butanan bulanan 15 arsip [aporan
( ) ~ Boxfile menit | bulansa
- ATK parkara
Disiapkan Diperiksa Disahkan
BASRIDA MURNI. SH SUKRISULUMIN, SH. MH A!GITTRIYONO, SH.,MH
7
NIP: 1963817 199212 1 001

NIP: 196001001 19883 2 001

NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP - W29.U1/1/SOPHKNVI2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 20186

Peradilan

4. Surat edaran mahkamah Agung Ri Nomor 5 tahun 1992
tentang pengiriman laporan oleh Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi

5.  Keputusan KMA Rl NO. 139/KMA/SK/IX/2011 tentang
pemberlakuan formulir laporan Pengadilan Versi Baru Secara
Elekteronik

6. Bukul dan H tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Pelayanan Informasi di Pengadiian

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur administrasi
pemerintahaan

TGL. REVISI : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten MAMA SOP SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULANAN
DASAR HUKUM ; KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah 1.82
agung R
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 2.5%
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan | 3 pa

4. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. Kepaniteraan Pidana Umumn/ Khusus 2. Komputer
2. Kepaniteraan Perdata Umury/ Khusus 3. Printer
PERINGATAN/CATATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penanganan perkara tidak akurat

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara




Pelaksuna Mutu Baku
Ket,
No Aktivilas
Stat Panmud 5 Ketua / Wakl| Persyaratary o
Hukum Hukum | onitera Katua Portangkapan | VoK uput
ima dan Laporan dan Rekapitulasi
! hh:::;?:ala ( } Panmud Pidana Laporan perkara
Manual dan umym / khusus Fidana Umum ¢
soflcopy darni dan Pesdata 10 Khusus dan
Kepaniteraan umym { khusus Menit Perdata Umum ¢
Perdata Umum / ATK Khusua
Khusus dan
Pictana Umum /
Khusus
2 | Menganalisa - Rekapitylasi - Konsep laporan
dan Menelit] Laparan perkara Empat bulanan
data dari Pidana Umum / 60 [ KKonsep surat
masing-masing Khusus dan menit | Penganter
Kepaniteraan Perdata Umum {
Khusus
« ATK
3 | Me i - Konsep laporan - Leparan Empat
Me:?c:?&y data ] Empat bulanan 30 bulanan
laporan -~ ATK menit | ditandatangant
oleh Panitera
4 | Tanda langan - Laparan Empat - Leporan Empat |-aporan Empat
lapeman empat |j bulanan butanantelah  |wianan
bulanan i ditandatanganiol ditandatangani itandatangani
ah Panitern 15 oleh Panitera dan h KPN setelah
ATK Menit | KPN oanitera
andatangan
5 | Membual Surat - Laporan Empat - Konsep surat Konsep syrat
Penganter E} bulanan yang panganiar pengantar
Laporan empat telah fharus dipacal
Bulanan ditandatangani 30 oleh Panmug
oleh Panitera Menkt
dan KPN
- ATK
6 | Tandalangsn + Konisep surat - Surat pengantar
surai pengantar ] I pengantar yang
fom sudah diparaf
ofeh panmud 10
- ATK meni
§ | Meminta pomor -~ taporan Empat Surat pengantar
surat pengantar buianan mendapatkanno
dari bagisn | _j‘ - Sural pangantar 10 maor surat.
v dan di - Agenda surat meenit
cap atampel keluar
- ATK
6 | Mengirim - Lapotan Empat Tanda bukti Laporan
faporan empat + bulanan pangldman Bulanan yang
bulanian ke : E:] - Surat pengantar diirim berupa
- PT dengan yang sudah 1 oft
lambugan ke mendeapatkan a E . capy
MA, Bacgum nernor surat mentt melalui  email
dan BAWAS - Buku skapedisi atau  dengan
- ATK CD
7 | Mengarsipkan T - Arsip laporan Tersimpannya
lsporan empat ( ) Ermpst bulanan 15 arsip iaparan
bulanan - Boxfife menit | Empat bufanan
- ATK _perkara
Disiapkan Diperiksa Disahkan

NIP: 196001001 19883 2 001

BASRIDA MURNI, SH

SH.,MH

NIPA963817 99212 1001

GIT TRIYONO, SH.,MH

NiP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP ' W29.U111/SOP/HKNVI2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISI - 22 Januari 2019
= TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten NAMA SOP SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

8.

9.

15,

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomeor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah
agung RI

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomeor 7 Tahun 2015 Tentangl
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peraditan

Surat edaran mahkamah Agung Ri Nomor § tahun 1992
tentang pengiriman laporan oleh Pengadilan Negen dan
Pengadilan Tinggi

Keputusan KMA RI NQ. 139/KMA/SK/IX/2011 tentang
pemberiakuan formulir laporan Pengadilan Versi Baru Secara
Elekteronik

Buku | dan 1l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Pelayanan Informasi di Pengadilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomeor 35 tahun 2012 tentang

pedoman Penyusunan standas Oprasi Prosedur administrasy

pemerintahaan

1.82
2.81
3.03
4. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor {ATK)

1. Kepaniteraan Pidana Umum/ Khusus 2. Komputer
2. Kepaniteraan Perdata Umum/ Khusus 3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOF ini tidak dilaksanakan maka data
penanganan perkara tidak akurat

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara




Pelaksana Mutu Baku
Ket.
No Aktivitas
Staf Panmud Ketua 7 Wakil Persyacatan/
Hukum Hukum Fanliora Ketua Perlangkapan Waktu Quipud
1 | Manerwma dan - Laporan dar - Rekapltutasi
Manaliti data ( } Panmud Laporan
Manua! dan Figans umum / perkara
softcopy dan khusue den 10
Kepaniteraan Perdata umum Merit Umum /
Perdata { khusus Khusue dan
Umurvichusus - ATK Perdata
dan Pldana Unmum /¢
UmunvyKhusus Khusug
2 | Menganalisa i - Rekapitulasi - Konsep
dan Menekti Laporan laporan
dala dari E j peskera Pidana &0 Enom
masingmasing Umum /Khusus o | bulanan
Kepaniteraan dan Pardata - Kongeyp surat
Umum / Khusus pengantar
- ATK
3 | Mengcopy / - Konsap laporan - Laporan Enam
Mencetak data l I Enam bulanan 30 bulanan
laporan -« ATK menid | ditandatanganl
ofeh Panitera
4 | Tanda tangan « Laporan Enam Laporan Enam| Laporan Enam
r;:nran enam . m bularan bulanan lelah | wylanan
ulanan RA ditandatangani ditandatangani i
clehPantars | 15 | clohPeniters | oo oo
- ATK Menit | dan KPN satelah
Panitera
tendatangan
§ [ Membuat Suvat « Leporan £nam - Konsep surat | Konsep surat
Pengantar I L, bulanan yang pangantar pengantar
té:’l':aoran enam - tetah % harus diparaf
nan ditandatengani
oteh Panitera Manit cleh Panrmud
dan KPN
- ATK
6 Tarr:‘datangan - Konsep surat - Surat
surat pengantar pengantar yang pongantar
gj sudah diparaf
B oleh panmud 10
. ATK menit
5 | Meminta nomor - Lsporan Enam Surat
surat pengantar bulanan pengantar
dari bagian - -+ Svrat 10 mendapatken
urum dan di pengantar g | momor surat,
cap slempel ~ Agsnda surat
ketuar
- _ATK
6 | Mengkim « Loporan Enam Tanda bukti Laporan
Iapotan butanan bulanan penglriman Bulanan yang
:::'Dl ‘e + Surat dikirim
softoopy ke: penganiar yang
- PT dengen sudah 10 berupe sof
tembusan ke mendapstian menit oopy melalui
MA, Badilum nomor swral emall  atay
dan BAWAS - Buku ekspedisi dengan CO
- ATK
7 | Mengamsipkan ) ~ Ansip laporan Tensimpenaya
laporan enam Enam butanan 15 arsip {aporan
bulanan - Boxfde % Enam
- ATK bulanan
perkara
Disiapkan Diperiksa Disahkan
/ .;."'/ =
/" /

v
/gﬂSRI MURNI, SH

NiP: 196001001 19883 2 001

NIP: 1963817199212 1 001

T TRIYONO. SH.,MH

NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP

: W29 UtH/SOPIHKNI2016

TGL. PEMBUATAN

: 27 Juni 2016

: 22 Januari 2019

; 22 Januari 2018

TGL. REVISI
e/ TGL. EFEKTIF
PENGADILAN NEGERI PHIfTIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten AMA SOP

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

agung R}

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 2.9
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan! 5 p3
Peradilan

4.  Surat edaran mahkamah Agung Ri Nomor § tahun 1992 4. SMU Sederajat
tentang pengiriman laporan oleh Pengadilan Negeri dan
Pengadifan Tinggi

5.  Keputusan KMA RI NO. 139/KMA/SKAX2011 tentang
pemberfakuan formulir laporan Pengadilan Versi Baru Secara
Elekteronik

6.  Buku! dan |l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan Pelayanan Informasi di Pengadilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformast Birokrasi namor nomor 35 tahun 2012 tentang

pedoman Penyusunan standar Qprasi Prosedur administrasy

pemerintahaan

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA :
1.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah 1.82

KETERKAITAN ;

PERALATANPERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. Kepaniteraan Pidana Umum/ Khusus 2. Komputer
2. Kepaniteraan Perdata Umum/ Khusus 3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penanganan perkara tidak akurat

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara




/Bﬂmm |, SH

NIP: 196001001 19883 2 001

SUKM SULUMIN, SH.,MH

NiP: £963817199212 1001

Pelaksana Mute Baku
No Alktivitas Ket
Stat Panmud Ketua ¢ Persyaratan! )
Hukum Hukum Panitors Wakll Ketus{ Periengkapan Output
1 | Menerima dan - Laporan dan - Rekapitwiasi
Meneliti data ( ’ Panmud Laporan
Manugl dan Pidana wrwm / porkars Pidany
Soficopy dan kiisus dan 16 Urnum /
Kepaniteraan Perdata umum Meni Ksus dan
Perdata 1 Khuisus Pardate Urmuom
Umum/Khusus - ATK 1 Khwaus
dan Pidane
Umum/MKhusus
2 | Menganslisa ~ Rekapitulast - Konsep -
dan Meneiiti ~ Laporan taporan
date dari .y = I peskara Pldana &0 TFehunan
masing-masing Umum / Khusus . |- Konsep surat
Kepaniteraan dan Perdata ment | pangentar
Umum / Khusus
- ATK
3 | Mengcopy / ~  Konseptaporan - Laporan
Mencetak data Twﬁ“n:n 30 Ta::nan
faporan j - ATK menlt | ditandatangani
oleh Panitera
4 | Tanda tangen - Laporan Laporan Laporsn
laporan tahustan 2 Tahunan Tahunan telgh
__L I . Tahunan
mdmngam di!andatgnganil ditandatangani
AT e 15 | Gamiem | oen kPN
Menit sotetah
Panitera
tandatangan
5 | Membust Sura! « Laporan - Konsep | Konsep swral
mmar I _}* Tahunan yang swrat pgn;::ur
ran telsh
Tahunan ditandatanganl 30 Pengantar 1 harus Gipacat
oleh Panitera Menit oleh Paneud
dan KPN
- ATK
6 | Tandalangan + Konsep surat - Surat
surat pengantar pengantar yang 10 pangantar
swdah diparaf "
—'.-D oleh panmud men
$ | Memi —
nta nomor - Ls at
surat pengantar Tmnn g:rrmantar
dari bagian | l; - Surat mendapatkan
umum dan di - penganter 10 NOMOor Surat,
cap stempel - Agenda surat | Ment '
keluar
6 | Mengin e
rim - Laporan Tanda bukti Laporan
l:::‘:" tshunan Tahunan pengiiman | Butanan yang
dan Softcopy ke . pengantar yang e sot
C3 sudah 10 ope sat
- PT dengan mendspatcan | meni Copy melalii
mm? ke nomor surat emat  otau
um - Bulu edisi an CD
dan BAWAS - ATK sk dend
7 { Mengarsipkan y - Anip taporan Torsimpannya
laporan tehunan é ;:huumn 15 arsip laporan
- ATl(ﬁle menit Tshunan
- Perkara pm
Rusng Arnsip
Disiapkan Diperiksa Disahkan
i = ;,I- /A

_
SIZFFTRIYONO, SH..MH
NIP: 19650412 199212 1 001




PENGADILAN NEGRI! PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP : W29 U1A/SOPHKAY2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISH : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
INAMA SOP SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah
agung RI

Hirziene Inlans Reglement (HIR)/ Rachtreglement voor de
Buitengewesten(RBg)

Peradilan

Surat edaran Mahkamah Agung Rl nomor 1 Tahun 1971

tentang Surat Kuasa Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor & tahun 1994

tentang Surat Kuasa Khusus

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang

pemerintahaan

surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No
T7DJUISKMMO02.3/2/2018 tentangpedoman standar
Petayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur administrasi

1.82
2. $1 - Hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 3.o3
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan | 4 gMU Sederajat

KETERKAITAN -

IPERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. 8OP Kepaniteraan Perdata umum/Khusus dan Pidana
Umum/Khusus

2. SOP Bagian Umum dan Keuangan

Catatan : disesuaikan dengan kondisi Pengadilan

1. Alat Tulis Kantor {ATK)

2. Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak penuhi maka pelayanan pendaftaran
surat kuasa tidak dilaksanakan dengan baik

1. Buku Register Pendaftaran Surat kuasa Khusus




e
BASRIDAYURNI, SH

NIP: 196001001 19883 2 001

7

SUKHI SULUNAIN, SH.,MH

NIF: 1963817 199212 1 001

Pelaksanz Mutu Baku
No Aktivitas Stat . . ary Ket
Petugas Panmu arg
Prsp | Panmud | JRERE 1 Panitera Kasir | oo akapan | Wektu Cutput
Hukum
1. Menerirma « Asli dan 20 Menit | Tanda
permohonan Tidak Salinan/Foto terima
pendeftaran Surat ( A copy Surat pendaftaran
Kuasa Kuasa,
~ Foto copy
Kartu Advokat,
~ Fato copy
Berila Acare
Penyumpahan
dro Pengaditan
Tinggl
- ATK
2, | Mereliti - Aslidan 15 menit | Berkas
kelengkapan SalinawFoto pemohonan
peimohonan copy Surat pendaflaran
pendaftaran sumt Kuasa, surat kuasa
kussa dan / - Feto copy lengkep
membubuhi paraf Ya Karty Advokat,
1 '\ - Foto copy
Herita Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
~ Tanda lefima
pandaflaran
- ATK
A Memberi cap dan - Surat kuasa yang 20 Sgrat Kuasa
mancatat Surat didaftarkan menit telah
Kvasa yang didaftar - Cap Pendaftaran, tercatat
ke dalam Buku - Buky Register dalam
Register Surat Kuasa regiater
Pendafiaran Surat . ATK
Kunsa
4. | Memberi paraf pada - Surat kuasa yeng [E] Surat Kvasa
sufat kuasa yang didaftarksn menit | telah
augah disiapkan - Cap Pendaftaran tercalat
- Buku Reglster dalam
Surpt Kuasa register
- ATK
4. Menandatangani - Asli dan salinan ) 20 menit | Surat Kuass
pandaftaran surat Surat Kuasa telab
kuasa o yang telah ditends
diregister dan di tangani
cap stemped
- pendaftaran susat
kuasa yang telah
dibubuhi cap
5. |Memungut dan - Permohonan 15 Disetor PNBP
menysior perdaftaran manit tepat waktu
Penerimaan Negara surat kuasa Tande terima
Bukan Pajak {(PNBF} J'—j - Buku Ekspedisi panyetaran
penyetoran
PNBP/Buku
Induk HHK
+- Buku Kas Banty
6. [Manyerahkan Sumt Surat Kuasa 10 Manit | Tanda
Kuasa yang telah yang sudah terima
didafter kepada didaftar penyerahan
Pemohon surat kuasa
7. |Mangsraipkan salinan Salinan Surat 10 Menit } Arsip
surat kuasa D Kuasa
Diperiksa Disahkan

GIT TRIYONOQ, SH..MH
NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP W29, U1/1/SOP/HKNVI/2C16

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISI . 22 Januari 2018
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERW PHITIPIKOR SERANG
KLAS ) A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten NAMA SOP SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSTIDENTIL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1.

2,

Undang-Jndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah
agung RI

Hirziene inlans Regiement {HIR) Rachtreglement voor de
Bultengewesten(RBg)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomos 7 Tahun 2015 Tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Surat edaran Mahkamah Agung Ri nomor 1 Tahun 1971
tentang Surat Kuasa Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung Ri nomor 6 tahun 1894
tentang Surat Kuasa Khusus

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur administraml
pemerintahaan

surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No
77/0JU/SK/IHM02.3/2/2018 tentangpedoman standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1.82

2. 81 - Hukum
3.D3

4. SMU Sederajat

K

ETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Catatan : disesuaikan dengan kondisi Pengadilan

2. SOP Kepaniteraan Perdata umum/Xhusus dan Pidana
Umum/Khusus

2. SOP Bagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak penuhi maka pelayanan pendaftaran

surat kuasa tidak dilaksanakan dengan baik

1. Buku Register Pendaftaran Surat kuasa Khusus




Pelaksana Mustu Baku
No Aktivitas 5
Potugas Parmud Persyaratani
PTEP Panmud fhages Panitera KPN Perlengkapan Waktu Outpul
Haubum
1. Menerima ~ Permohonan 10 menit |Kelangkapan
berkas Surat Tidak tjin Kuasa surat ijin
Pemmohonan liin Insident kuesa
Kuaas insidants ~ Surat Insidentd
keterangan das yang sudah
kepala dichecidist
desakelurahan/
atasan
~ Buku registar
- Checkiist
- ATK
2, Menelt ~ Aglidan 20 menit {Barkas
ketengkapan / Sallnan/Foto permahonan
permohonen Ya - copy Surat ijjin surat jin
surgt gin kuasa S Kuasa insidentil kuasa
insidenti! dan \ - Surat insidentd
membubuhi parat keldrangan dawi lengkap
kepala
desakeiurahan
alasan
- Tands terima
pendeftaran
- ATK
3 Membuat konsep ~ Pemohanan 45 menit | Konsep
surat §in kuasa sural jJin kvasa surat jin
insidentil E"L‘ insidentil kuasa
__l « Ketengkapan insidentil
persyaratan
- ATK
4 | Memeriksa - Konsep Surat | 20 menit | Konsep
konsep Sural §in ifin Kuass Surat ljin
Kuass insidentil Insidentd Kuasa
dan membern N - Kelengkapan Insidentil
paraf l I surat §in kuasa yang
Ingidentil sudah
- ATK diperiksa
kelengkap
annya
1 Menerima dan ~ Kansep Surat ljin] 20 Menit { Surat ijin
memberi paraf 1_._.| l Kuosa Insitenil kuasa
konsep surat in yang sudah insigenti
kuasa insidentid diperikss ymog
kejengkapannya sudah
- ATK dparaf
() Menandatengani = Sweat ijin kuasa | 20 menit | Swet jin
surat iin kuasa H I insident! yang Kuasa
Insidanti — sudah diparat insidentil
- ATK sudah
ditanda
tangani
7. Mernicatat Surat - Surat gin Kuasa
¥in Kuasa nsidents 10 mendl |- Suratifn
insidentt kedalsm -ATK kussa
buku reglster r_j -
pernbedan ijin - datam
Kuasa Insidentil feguster
8.  |Memungut dan - Psmohonan 15 - Disetor
manystor fin kuasg menit PNBP tepat
Penarimaan insidentd weakiy
Negara Bukan - Buky Ekspedisi ~Tanda
Pajak (PNBP) penyetoran terima
f PNEP/Buku panyetoran
nduk HHIK
- fuku Kas
Banty




Pelaksana Mutu Baku
e Aktivitas Ket
Staf
Petugas Panmud Persyaratan/

PTSP l:{a:un:"u: Hukum Panitera KPN Perfengkapan Wakty Output
Menyerahkan ' » Surat Kuasa 20 Menit |Tanda
Surat Kuasa yang yang sudah terima
telah didaftar didaftar penyetahan
kepada Pemohon I lL surat kuasa
Mengarsipkan - Salinan Surat 10 Menit | Arsip surat
berkas ljin Kuasa ijin kuasa
Permohonan Sural N Insidentil, insidenti!
ljin Kuasa i { )
Insidentil. dan
salinan Surat ljin
Insidentil

R P Disahkan —\
.. sa
Disiapkan Diperik

IGIT TRIYONO, SH.,MH
| NIP:19650412 1992121001

BASRIBA MURNL, SH
]
NIP; 196001001 19883 2 001 |




')

PENGADILAN NEGRI! PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandegtang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP T W28 U1 H/SOPHKAN2016

TGL. PEMBUATAN ;27 Juni 2016

TGL. REVISI ;. 22 Januari 2019

TGL. EFEKTIF - 22 Januari 2019

NAMA SOP SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKIT

PERKARA

DASAR HUKUM .

KUALIFIKAS! PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Mahkamah

1.82

agung Ri

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Noror 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekrotariatan Peradilan

4, Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Permohanan Swat Keterangan Bagi Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur
administrasi pemerintahaan

7. surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
No 77/DJU/SK/HM02.3/2201 8 tentangpedoman standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

2. S1 - Hukum
3.03
4. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

3. SOP Kepaniteraan Perdata umum/Khusus dan Pidana
Umum/Khusus

2. SOP Bagian Umum dan Keuangan

Catatan : disesuaikan dengan kondisi Pengadilan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)}

2. Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak penuhi maka pelayanan pendaftaran
surat kuasa tidak dilaksanakan dengan baik

1. Buku Register Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
No
AKTIVITAS Staf Kset
Petugas Panmud Perayaratan/
PTSP ila‘?m Hulm Panitera KPN Penengkapan Wakiu Output
[ Menedma ~ Pemohonan 10 Kelangkapan
berkas Surat Tidek Tidak meni  {suret
Permohonan Tersanghkut permaohonan
Tidak tersangkut Perkara yong sudah
parkar - gp(cx dicheckkist
- Surst
Pernyataan
tidak pernah
dijatehi pidana
~ Buku register
- Checkdist
_— - ATK
2 Menebti - Agll dan 20 Berkas
kmm Ya // Snlinasntthtu roenit wpwmohonan
pe an N copy Sura
Tidak tersangkut pemmohonan kelengkapan
Perkara \ - SKCK nys
- Surat
Pernyataan
tidak pernah
diatubi pidana
~ Tanda terima
persyaratan
= ATK
3 Membuat konsep - Permohonan 60 Konsep
surat keterangan surat mentt sural
tidak tersangkut keterangan an
perkam | I lidok tersangkut tidak
perkara tersanghut
~ Kelsngkapan perkara
perayaratan
~ AT
4 Memaeriksa = Konsap Sural 20 Konsep Sum
konsap Surat keterangan menit  |katerangan
ketarangan tidak - tidak tersangkut tidak
fersangkut g I I perkars tersangkut
perkara dan - Kefenpkapan perkara
member paraf surat Yang sudah
keterengan diperiksa
tidek tersangkut ketengkspan
perkara nya
- ATK
H Menanma dan - Konsep Surat | 20 Surst
memberi pacaf l__..l I keterangan tidak | Menit | kelerangan
kansep surat tersangkut tidak
keterangan tidak perkara yang tersangkut
tersangkut sudah dipesiksa peckara
perkara kelengkapannya yeng
« ATK swdah
diparal
€ mnrndatangani ~ Surat 20 Surat Untuk
sural ketergngan ketarangan menkt | keterangan |surat
tidak tersangkut tidak (srsanghut ldak keteranga
petkara ——’D perkara yang tersangkut {n tertentu
sudah diparaf parkara ditanda
-~ ATK sudah tangani
ditanda olah
i Panitera.
H Mencatat Susat - Surat
ketorangan tidak keterangan 20 Surat
tersangkut lidek tersangkut | menit | keterangan
perkera kedalam perkara tidak
buky register - tersangkud
- A perkars
tercatat
dal;m
register
n Memyngut dan - Pemmohonan 15 - Disetor
menyetor surat meni PNBP tepat
Peanarimaan E l Yeterangan vaidu
::;rzp;’lu;;n tidek tersangkut - Tanda
j ) perkara terima
- Buku Ekspedisi penyetoran
Ej penysloran
PHOPBUk
Induk HHK




|_ PELAKSANA MUTU BAKU
Mo | akTwimas Staf
Petugas Panmud . Poreyaratan/
PTSP F:::mud Mubism Panitera KPN Pelengkapan Wakdu Output
m
9. Manyerahkan Surat keterengan 15 Tanda
Surat keterangan tidek tersangkut Menit | terima
lidak lersangkut perkara penyerahan
Man rj m
kepada Pemohon kejerangan
{idak
torsangkut
perkara
10. | Mengarsipkan Safinan Surgt 10 Arsip surat
berkus keterangan tdak Menit Xetermngan
Pemohonan tersangkut tidak
Swat keterangan "< ) perkara tersangkut
tidak tersangkul parkara
perkara
Disiapkan Diperiksa Disahkan

BASRIDA MURNI, SH
|__NIP: 196001001 19883 2 001

SUKEI SULUMIN, SH.,MH

NIP: 1963817,199212 1001

SIGIT TRIYONO, SH.,MH

Py

NIP: 19650412 199212 1 001




NOMOR SOP : W28.U11/SOP/HKVI2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISI : 22 Januari 2018
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI/ PHIfTIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten SOP SURVEI PELAYANAN KEPUASAN PENGGUNA
NAMA soP PENGADILAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASE PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah | 1. 82
agung RI
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 2. $1 - Hukum
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 3.D3
Kesekretariatan Peradilan
4. Peratuwan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara yang 4. SMU Sederajat

Reformasi Birokrasi nommor 14 tahun 2017 tentang
pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor nomor 35 tahun 2012 tentang
pedoman Penyusunan standar Oprasi Prosedur
administrasi pemerintahaan

6. Keputusan Mentri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Payusuna
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Muda Hukum

2. SOP Klayanan Pendukung 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2.  Komputer
3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN !

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka indeks kepuasan
masyarakat tidak dapat diukur 1 Buku Register Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara




Fulakssna Muty Baku
Athms Stat Pannwdi Waki K“"’I Ketua Porsyaratan / KET
Ponmud | Hukum Panitera Pa:gadﬂan Pengadilan Perlengkapan | Wakms Ontyna
geri Negeri
Hukum
Mernyusun rencana - Proposal 60 Jadwal Pengukuran
pragram pengukuran Tidal Survey IKM | mentt | Petakssna [Xepuasan
indeks Kepusasan + Data an Survey |Pelanggan
Masyarakat (IKM). pendukung KM dan  |dilakukan
yang blaya minimal 8
diperiukanu {enam)
ntukmetaku uran sekah
kanaurvey
Memesiksa rencana Ya - Rencana {20me | Rencana
progeam pengukuran program nit program
tndeks Kepuasan / Tida pengukuran pengukuran
Masyarakat dan P o Indeks Indeks
memberikan paraf \ Kepuasan Kepuasan
Ya Masyarakat Masyarakat
- ATK yang tetah
diparaf
Membarikan persetujuan - Proposal 30 r juan
petaksanaan suvey / Survey tKM | menit  |pelaksanaan
Kepuasanmasyarakat > - Data survey IKM
\ pendukung
yang
dipertukan
untuk
melakukan
vey
- ATK
Memperstapkan sarana - SKTim 60 - Fom
dan prasarana Survey menit Kuisioner
pelaksanaan swvey - Proposal KM
Survey KM - Penetapan
- Quesioner rsaponden
- Menentukan dan
Responden jumishnya
Mendistribusikan Fom 7 han Questioner
questionar kepada I—!j questionsr sudah
respondan yang tetah ATK terbagi
ditetapkan
Mengumpulkan v Foen 7 han Questioner
questioner yang telah diisi quastioner tetah
ofeh responden sudat terisi terkumpul
ATK
Mengotah dan Kansep hasél | 3 har KM
mengenalisa form analisa data
questioner yang telah survey
tenisi dan membuat Konsep
laporan laporan
Menorima laporan Hasil . < Laporanha | 20 Laporan
Analisa. sanalisa menkt | Masit
~ Daa Analisa
pendukung KM
Membuat konsep sural - Konsep 60 Surat
pengantar laporan hagil ! surat menk pengantar
survey ke Badium dan pengantar fapovan
MENPAN dan RB I | « Hasil hasi
anslisa survey
survey
« ATK
Msnandatangani sural - Swral kT Surat
pengantar laporan hasli . pengantar menit pengantsr
survey « Masil hasil
anslisa survey
survey sudah
- ATK ditanda
} tongani




PELAKSANA MUTU BAXU
No prns Panmud| Wakil KetuJ Ketua Persyaratan / e
Pait:\’ud Hulu: m| PRNitera Pe:g.;:::w Pesg;:ﬂr:an Perlengkapan | Waktu Cutput
i Hum i Oata
1 Menginmkan hasd survey - Surat 3
e - . P
MENPAN danFa - okl B ot
| survey dan terklnm
analisanya
I l - - Data
e pendukung
ATK
12 Mengarsipkan hasil - Arsip data iQ Data
survaey aurvay menlt | survey
CL) sudah
terarsipkan
Disiapkan Diperiksa Disahkan
BASRIDA MURNI, SH SUKRJSULU ¥ N, SH.,MH SIGIT TRIYONO, SH.,MH
NIP: 196001001 19883 2 001 NIP: 1963817 199212 1 001 NIP: 19650412 199212 1 001




PENGADILAN NEGERI/ PHI/TIPIKOR SERANG
KLAS | A Jaian Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SCP W29 U1M/SOPMHKNIR2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISI : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF - 22 Januari 2019
NAMA SOP SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN

(WAARMEKING)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

agung RI

Nomor 2 Tahun 19868 Peradilan Umum
Buku I} MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomot nomor
35 tahur 2012 tentang pedoman Penyusunan standar
Oprasi Prosedur administrasi pemerintahaan

No 77/DJUISK/HM02.3/2/2018 tentangpedoman standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Undang-Undang Nemor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah

UL Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU

Administrasi PeradilanPeraturan Menteri Pendayagunaan

surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum

1.82
2. S1 - Hukum
3.03

4. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata
2. SOP Umum dan Keuangan

1.
2.
3.

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer
Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan Peradilan.
Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan
peradilan

Perafatan Kemputer dan Buku Register Waarmeking




PELAKSANA MUTU BAKU
o AKTIVITAS Pers KET
Staf yaratan
Potugas | Panitera KN/ Output
epanioras {Perlengkapan | Wakt
PTSP Muds Huky Muda Hukum WKPN

1 | Menerima Sural -Surat 30 erkas
Pammohonan Akla dbswah C‘\ Tidak Permohonan menit  Permobanan
Tangan/Waamnerking dan -KTP Mesing- Waanmerking
Pemohon masing ahli

waris

<Kantu Kelusrgs

~Fotacopy dan
Bukv Tabungan
Asll

-Surat
Ketarangan
Waris

- Surat
Keterangan
Kematian

-Akta Kelahiran
masing-masing
ahk waris

2 ) Meneliti kelengkapsn surat + Sural 30 Betkes
permohonan Akts dibawah Pamohonan meni{ | parnohonan,
TanganWaamerking dan - Sama dengan waamnasking
kelengkapannya Yo | Syarat Nomor tengkap

-ATK
\ -Checktist

3 | Membust Catatan K " |+ Catatan 60 Catatan
Waarmerking pade Waamerking mend Waamwﬂdnq
pemyetaen Ahli Waris T Surat pemyataan

Ahli Waris dan n
kelengkapan Waris
dokumen dash
- ATK rikan
an

4 | Meneiili dan mambubuhkan Berkas a0 Catatan
paraf pada Catatan permohonan menit  [Wasme:hing
Waarmerking surat Suwrat pemyatsan rat
pernyatasn ahli watis ahli waris {Parmyatasn

Kelengkapan ahk waris
permohona sudah di parg)
ATK .

5 | Menandatangani Catatan Catatan 20 Catatun Dapat
Waammerking surat Waarmerking menil  |Waanmerkiagliidels
parmyataan shli waris N Surat patnyataan Sural Jasikan

ahj waris pemyatasn [«epada
| | Kelengkapan ahfl waris  jriakim
pemohonan olah dienda
-ATK ngani

6 | Mencatat ke dalam buku - Catatan 70 | Catatan
register Akta Dibawah ! Wasmerking menit |Waamerking|
TanganWaarmmerking dan Surat pemyatean Surat
memberikan nomor AbN Wads Pemyalsan
pandaftaran senta tanggal + kelengkepan katarangan
pendafiaran Akta Dbawah dokunen il waris
Tangan. - buku register ah torcatat

= ATK atam bk

7 | Menyemhkan surst - Catatan 15 anda
pernyatagn AMH Wari Waarmerking menit | terima
tersebut kepada Pemohon Surat pemystaan penyerahan
setelah pemohon membayar Ahli Waris Asli catatan
PNBP dan diberikan (ands - buku ekspedisi Surat
{erima - Blanka tanda pemyataan

| terime PNGP Al Waris
I—A‘I‘K + Tanda
] e
PNBP
!
|
|
|
|
|
)
1 i




BASRIDA MURNL, SH
NIP: 196001001 19883 2 001

SUK : SULUMIN, SH..MH
NiP: 1963817 199212 1 001

PELAKSANA MUTU BAKU
o AKTVITAS st o KET
ersyaratan
Petugas |, Panitera KPN/ Output
epaniterzary Panitera fPerisngkapan | Wakiu
PTSP Muda Hukum| Muda Hukum WKPN
-Uang PNBP Tanda
Menyetorkan PNBP ke l Bukuekspedisi | 20 |terima bukth
8 | bendahara penerima > -ATK menit pembayaran
~-Safinan Surat
Mengarsipkan salingn Surat Pemyataan Ahl
g { Peinyataan Ahli weris Waris dan wna m”
tersebut Ketengkapan me phan
dokumen
Disiapkan Diperiksa Disahkan
—

“€IGIT TRIYONO, SH..MH
NIP: 19650412 199212 1 001
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PENGADILAN NEGERV PHITIPIKOR SERANG

KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP . W29.U1/1/SOP/HKNVi2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2018

TGL. REVISI : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF . 22 Januari 2019
NAMA SOP OP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS! PELAKSANA :

1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3.  SKKetua MAhkamah Agung RI No,
076/KMA/SKANI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan Dilingkungan Pradilan.

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-
1447KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Infomast di Pengadilan

1. 81 - Hukum

2. 81 - Semua Jurusan
3. Memahami Teknis administrasi Pradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara Perdata

2. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara

1.  Formulir
2. Komputer
3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyimpanan terhadap prosedur dapat dikenakan Sanksi

Register Permintaan Peminjaman Berkas Perkara




- — —— -

Paleksana Mutu Baky
d Keglatan Paminjam [ ol T Paomud oo s T kPN | Ketenghapan | Wektu | Guut
TenGAnA 3 - Formube
pemmintaan ; injaman &
3 Peminjamen Barkas ﬂh. ::nkln L
Parkarg
Manerima Formule 5
2 Intaa ya Peminjaman formuli
me:n berkas S berkas ol
Meneruskan ke KFN _ &
un::]k msﬁ.c!napal < Ly 4 gmtmn 15 formulie
3 | persetujuan ’ barkas menk
peminjaman berkas - Tidak
Memarintshken Staf T -
Anlp mengambil ’ )
4 | berkas yeng akan Disposisl m:?u Berkas
dipinjern davi ruang *
arslp
Mencalal Deta
peminjam dan nomor Buku
barkas perkara yeng Berkas 30 P"'“":m
. ::‘p’l‘:j?'r;;::alam Perkara menit sudah terisi dan
pemirgasman dan siee
SIPP
Memberkan berkas Berkes "
Parkara ya
o | ke yang | ‘ Patan menit | BOTiES Porkara
Peminiam Bl
- St | o | P
e :
7 | borias ik _ e T | berke dew |
| S 1L . - R S . e
Disiapkan Diperiksa Disahkan
o,
’/
agr—
!
e AMMAD ARMAN AR, S.H < SIGID TRIYONO, SH..MH
NIP, 19670808 199203 1 003 NIP: 1863817 199212 1 001 NIP: 19650412 199212 1001

—— —— e Dun—



PENGADILAN NEGERI/ PHI/TIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP - W29.U1A1/SOP/HKAVIF2016

TGL. PEMBUATAN ;27 Juni 2016

TGL. REVISI : 22 Januari 2019

TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019

NAMA SOP SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASE PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2. \Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. SK Ketua MAhkamah Agung RI No.
076/KMA/SKAI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan Dilingkungan Pradilan.

4 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-
1447KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Infomasi di Pengadilan

1. 81 - Hukum

2. 81 — Semua Jurusan
3. Memahami Teknis administrasi Pradilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara Perdata
2. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara 1. Formuiir

2.  Komputer
3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN .

Penyimpanan terhadap prosedur dapat dikenakan Sanksi

Register Permintaan Peminjaman Berkas Perkara




Pelaksans Mutu Baku
No Kegiutan
- §

perminiaan

1 | Pominjaman Berias ﬂl%. Borkns e
Parkars
Menenme Formulkc

2 { parmmtaan l’ v | Pominamen | S | romuk
poeminjaman berkas burkes
M-nonnl:: kelKPN Tidat: y | Formuiyr e
untuk mendapel < Paminjaman formesic

3 | persatujuan berkas Monk
peminjaman berkas fidak
Memenntahken Staf -
Anip mengambil 10

4 | berkas yang aken Disposial men | Bovkas
dGipinjam dari ruang
arslp
Mencalst Data
peminjam dan nomor Bdmm
Derkas pericara yang Berkes 30 | o=

§ | dipinjam ke dalam Parkara roenit mbﬂha -
buky register
peminjaman dan SPp
sPP

betkan berkas

s Perkern yang Borkas 10 Berkas Porkara
dipinfam kepada Porkara manit
Peminjam -
Vonmral ks BukuRagsie | 8 mpm,,‘.m,
regisier ama 31 Peminjaman men

7 L berkas _ LB — et o
Disiapkan Disahkan

D ARMAN AR, S.H
NIP. 19670808 199203 1 003

NIP: 1963817 199212 1 001

o

SIGID TRIYONO, SH. MH

NIP: 19650412 199212 1 001

e




PENGADILAN NEGRI! PHITIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP - W29.U1/1/SOP/HKNVI/2016

TGL. PEMBUATAN . 27 Juni 2016

TGL. REVISI . 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF . 22 Januari 2019
NAMA SOP SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM ;

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Pelayanan Publik.

3. 8K Ketua MAhkamah Agung Rl No.
076/KMA/SKAN/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan Difingkungan Pradilan.

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144?KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Infomasi di Pengadilan

1. 81 - Hukum

2. 81 — Semua Jurusan
3. Memahami Teknis administrasi Pradilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara Perdata
2. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara 1. Fermulir

2.  Komputer
3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN/CATATAN !

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyimpanan terhadap prosedur dapat dikenakan Sanksi

Register Permintaan Peminjaman Berkas Perkara




- —-—

Pelaksana Mt Baky
Keglatan
' Formmule
Intaan i injamar §
Mnjmn Barkas ‘m. sma manit
Perkara
Meneri Formuke
pﬂnmg:mn Peminjaman mfnll formulie
paminjaman berkes berkas
Maneruskan ke KPN ¢ Formulr
untuk mendapat < Pentinjeman 15} fomulk
perselujuan berkas o
peminjaman berkas - Tidak
Momerimahker; ISlal -
Arsip mengambi
berkas yang aken Dispoaisi m:?\u Borkas
diplajam dari cuang hd
arsip
Mencatet Dala Buku
peminjam dan nomor W
dinjorsbe duiam ks 2, | boaiyeng
S Teokee Perkare menit | gdah terisl don
peminjamen dan sPep
SIPP
Memberkan barkas
Perkara yai Berkes 10 Berkes Perkars
dipinjam k::uds - Parkara it
Peminjam I
M’Efa’fpﬂﬁ;emen :wm“mﬂ.ﬂl'w ,,,:m Feminfaman
PA . :
-ﬁ'—':'k-.%i J!ﬂ — e —— s doeret
Disiapkan Diperiksa Disahkan
/__gﬁ* 7
H. MUHAMMAD ARMAN AR, S.H SUKRI MIN, SH. MH (s_lgm_mmg_w
NIP. 19670808 199203 1 003 NiP; 1963817 199212 1 001 NiP: 19650412 189212 1 001




PENGADILAN NEGERII PHI/TIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP

. W29.U1/1/SOP/HKNI/2016

TGL. PEMBUATAN

: 27 Juni 2016

TGL. REVISI : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januan 2019
NAMA SOP SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. SKKetua MAhkamah Agung R! No.
076/KMA/SKA/I/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan Dilingkungan Pradilan.

4.  Surat Keputusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1-
1447KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Infomnasi di Pengadilan

1. 81 - Hukum

2. 81 - Semua Jurusan
3. Memahami Teknis administrasi Pradilan

2.  Komputer
3. Alat Tulis Kantor

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara Perdata
2. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara 1. Formulir

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyimpanan terhadap prosedur dapat dikenakan Sanksi

Register Permintaan Peminjaman Berkas Perkara




Peisksana Mutu Bekis
Paminjam |  Staf T Panmud ' oryprs T kPN | Ketengkapan | webew | output
. Formultr
psrminig: [
3 Perrmgnr::n Barkas ‘m. ;:;"”"““'" menit
Parkam
, | Menerima va :“"3"-" 5 | tomuie
potmintaan SNiaman
purinjaman berkas ™ berkas ik
Meneruskan ke KPN Tidale Formulr
mMuk mendapat 4 15
3 gﬂ:‘l;;:m < :.mmn roenit formulic
peminjaman berkas » Tidak
Memearintahkan Staf -
Arslp mengarmbil ya 10
4 | berkas yang eken Disposisi menit | Berxas
dipinjam der ruang
arslp
Mencatat Data Buku
infem dan nomor M
gmx ”m::l yeng “: Backas 30 ml.dm
5 | di k 9
b::pl::l:;ngis?er o Packars mank sudgh man
peminjaman dan SiPp
SIPP
Memberikan berkas Bork 10
Perkars yang a3 Berkas
& | dipinjam kepada - Pockera menit Perkare
Peminjam
Memaraf buky Buku Register 5 Buku
ister peminjaman . Peminjaman
7 L perian i S B Rl 74
Disiapkan Disahkan
/ — ~/ﬁ}/
H. MUHAMMAD ARMAN AR, S.H " SIGID TRIYONO, SH. MH
_ NIP, ;96708_0-8'199203 1003 NIP: 1963817 195212 1 001 NIP; 19650412 199212 1 001




PENGADILAN NEGERY PHI/TIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

INOMOR SOP - W29 .U1/1/SOP/HKVI2018

TGL. PEMBUATAN 27 Juni 2016

TGL. REVISI : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
—— SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM : B

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. SK Ketua MAhkamah Agung RI No.
076/KMA/SKAI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan Dilingkungan Pradilan.

4, Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1-
144?KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
infomasi di Pengadilan

1. 81 - Hukum

2. 81 — Semua Jurusan
3. Memahami Teknis administrasi Pradilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara Perdata
2. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara 1. Formulir
2. Komputer

3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyimpanan terhadap prosedur dapat dikenakan Sanksi

Register Permintaan Peminjaman Berkas Perkara
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PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR SERANG
KLAS | A Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6
Serang-Banten

NOMOR SOP : W29.M1/1/SOP/HKAVI/2016

TGL. PEMBUATAN 1 27 Juni 2016

TGL. REVISI - 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januati 2019
NAMA SOP SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan [nformasi Publik.

2. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. 8K Ketua MAhkamah Agung Rl No.
076/KMA/SKNI2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan Dilingkungan Pradilan.

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1-
144?7KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Infomasi di Pengadilan

1. 81 - Hukum

2. $1 = Semua Jurusan
3. Memahami Teknis administrasi Pradilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara Perdata
2. SOP Admimistrasi Penanganan Perkara 1. Formulir

2. Komputer
3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyimpanan terhadap prosedur dapat dikenakan Sanksi

Register Permintaan Peminjaman Berkas Perkara
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NOMOR SOP - W29 U11/SOP/MK/VIF2016
TGL. PEMBUATAN . 27 Juni 2016
TGL. REVISI : 22 Januari 2019
TGL. EFEKTIF : 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERIf PHI/TIPIKOR SERANG
KLAS | A
JI. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126 NAMA SOF SOP SURAT KETERANGAN ELEKTERONIK
DASAR HUKUM : IKUALIFIKAS] PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah | 1. 82

agung Ri .

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 2. St - Hukum

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 3.D3

Kesekertariatan Pradilan.

Surat Edaran Mahkamab Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
tenmang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepata Daerah di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan SEMA

Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap semua jenis Surat
Keterangan.

surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
No 77/DJU/SK/RMO02 .3/2/2018 tentangpedoman standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Surat Kegutusan Direktur Jendral Badan Pradilart Umum
Nomor 44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan
Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di
Lingkungan Pradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor § Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Pradilan yang Berada di Bawahnya.

4. SMU Sederajat

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. ] 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
S OF Kepaniscasn Fariata bmumiibusas dan Fidans 2. Register Pendaftaran Surat Keterangan Elekteronik
mum/Khusus
3.  Komputer
2. SOP Bagian Umum dan Kevangan 4.  Printer
5. Jaringan Intemet
6. Scanner
Catatan : disesuaikan dengan kondisi Pengadilan
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak penuhi maka pelayanan pendaftaran
surat kuasa tidak dilaksanakan dengan baik

1. Buku Register Surat Keterangan Elekrtonik




PELAKSANA MUTU BUKU
No AKTIVITAS KET
Staf
Petugas Panmud . Persyaratan/
PTsp | Ranmud )y um | Panitera | KPN Perlengkapan Wektu [ Output
- Data diri Pemohon Kelengkapan
- Dokumen elektronik surat surat
. permohonan permohonan
Menerima dan C\ Tidak . Dokumen elektronik slektronik
meneliti berkas B identitas (KTP, Paspor, yang sudah
Surat Pemohon SIM}) 15 dicheckiist
1 dan kelengkapan - Dokumen elekironik menit
data persyaratan SKCK
secara slektronik - Dokumen elektronik foto
i Buku register
 Checklist
b ATK
. Asli data diri pemohon Berkas
/, 1 L Asli dan salinanfotocopy permohonan
surat permohonan berikut
Memberikan - Asli dan salinanfotocopy kelengkapann
2 persetujuan. identitas 15 ya
kelengkapan data - Asli dan salinan/fotocopy Menit
persyaratan, Ya SKCK
- Foto
- Tanda terima persyaratan
ATK
Membuat konsep v - Penmohonan surat Konsep surat
3 sural kelerangan '_'_I‘ Tida ketsrangan elektronik 15 keterangan
eleklronik 1™ L Kelengkapan persyaratan | Menit | elektronik
- ATK
Konsep surat
. - Konsep Surat keterangan keterangan
4 hsﬂ:gte::t?':'?gn::p / - E’:Emt n surat 15 elektr:::;h
elektronik dan ot ciekironik Menit | Y950
mermberi paraf eterangan elektroni iperiksa
ATK kelengkapany
a
Menerima dan Surat
memberi paraf [ Konsep Surat ketesangan keterangan
5 konsep surat £ =I_ l elektronik yang sudah 15 | elektronk
keterangan dA'.IEEnksa kelengkapanya Mentt yang sudah
elektronik i diparaf
Surat Untuk surat
Menandatangani - Surat keterangan keterangan keterangan
6 surat keterangan elektronik yang sudah di 15 elektronik tertentu
elektronik paraf Menit | sudah ditanda | ditanda
|- ATK tangani tangani oleh
panitera
Surat
kMeet;'r?;;taﬁural + - Surat keterangan 15 keterangan
7 . elektronik . elektronik
elektmml; kedalam I——_l L ATK Menit tercatat dalam
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Memungut dan + . Permohonan surat ) Eﬁ;‘;’i t
menyetor Ej keterangan elektronik 15 waktu epa
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NOMOR SOP | W29.U1/1/SOP/HKMI/2016

TGL. PEMBUATAN : 27 Juni 2016

TGL. REVISI : 22 Januarni 2019
TGL. EFEKTIF . 22 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI/ PHI/TIPtKOR SERANG
KLASt A
JI. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126 [0 "o 0 SOP SURAT KETERANGAN ELEKTERONIK
DASAR HUKUM : IKUALIFIKASE PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah | 1. S2
agung R) -
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 & S 1= Husm
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 3.D3
Kesekertariatan Pradilan.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung R) Nomor 3 Tahun 2016 | 4- SMU Sederajat
tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala
Daerah Dan Wakit Kepala Daerah di Pengadilan.

§. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan SEMA
Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap semua jenis Surat
Keterangan.

6. surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
No 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentangpedoman standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Pradilan Umum
Nomor 44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan
Aplikasi Surat Keterangan Elektronik {eraterang) di
Lingkungan Pradilan Umum,

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Pradilan yang Berada di Bawahnya.

KETE.RKAI'I'AN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
‘ ' 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Kepaniteraan Perdata umunvKhusus dan Pidana 2. Register Pendaftaran Surat rangan Eleideronik
Umum/Khusus Kete

3.  Komputer

2. SOP Bagian Umum dan Keuangan 4. Printer
5. Jaringan internet
6. Scanner

Catatan : disesuaikan dengan kondisi Pengadiian
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak penuhi maka pelayanan pendaRtaran

surat kuasa tidak dilaksanakan dengan baik 1. Buku Register Surat Keterangan Elekrtonik
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PELAKSANA MUTU BUKU
No AKTIVITAS KET
Staf .
Petugas Panmud . Persyaratan/
PTSP l:iamumd Hukum Panitera | KPN Perlengkapan Waktu Output
- Data diri Pemohon Kelengkapan
- Dokumen elektronik surat surat
) permohonan permohonan
Menerima dan s Tidak - Dokumen elektronik elektronik
meneliti berkas — identitas (KTP, Paspor, yang sudah
Surat Pemohon SIMV) 15 dichecklist
1 dan kelengkapan - Dokumen elektronik menit
data persyaratan SKCK
secara elektronik - Dokumen elektronik foto
- Buku register
- Checklist
ATK
g - Asli data diri pemohon Berkas
/ . Asli dan salinan/ffotocopy permohonan
4 surat permohonan berikut
Memberikan - Asli dan salinanffotocopy ketengkapann
2 persetujuan. identitas 15 ya
kelengkapan data - Asli dan salinanffotocopy Menit
persyaratan. Ya SKCK
- Foto
Tanda terima persyaratan
ATK
tMembuat konsep v L Permohonan surat Konsep surat
3 sural kelerangan E_L Tida keterangan elektronik 15 keterangan
eleklronik - - Kelengkapan persyaratan Menit | elektronik
ATK
Konsep surat
Memeriksa konsep / | K'g:sep Surat keterangan keterangan
Surat keterangan slekipk 15 O
4 elektronk dan \ i ,'fe‘e"g"a"a“ surat Menit | Yang sudah
memberi paraf eterangan slektronik diperiksa
- ATK kelengkapany
a
Menerima dan Surat
memberi paraf v r Konsep Surat keterangan keterangan
5 konsep surat e [ l elektronik yang sudah 15 | alektronik
keterangan . :g;nksa kelengkapanya Menit yang sudah
elektronik diparaf
- Surat Untuk surat
Menandatangani - Surat keterangan keterangan keterangan
6 surat keterangan elektronik yang sudah di 15 elektronik tertentu
elektronik ) Tl l paraf Menit | sudah ditanda | ditanda
- ATK tangani tangani oleh
panitera
Surat
Mencatat Surat + . Surat keterangan keterangan
7 keterangan elektronik 15 elekironik
elektronik kedalam E] | ATK Menit Sercatat datam
buku register ;
register
Memungut dan + - Permohonan surat ] ) gjggrtepat
menyetor keterangan elektronik 15 walll
8 Penerimaan I_J - Buku ekspedisi Menit Tand
Negara Bukan penyetoran PNBP/Buku el h e??m:
Pajak (PNBP) induk HHK
penyetoran
Menyerahkan Tarr:da tim:a
9 surat keterangan Surat keterangan 15 zﬁr a);era a2
elektronik kepada l |“"—“"' elektronik Menit keterangan
pematic elektronik
Mengarsipkan Arsip surat
berkas " keterangan
10 germohonan O S;Ig;:iurat keternangan M:aiit elektronik
urat keterangan
elektronik
Disiapkan Diperiksa Disahkan




